BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Impelementasi penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang terlibat judi online di Polda Bengkulu telah
dilaksanakan melalui mekanisme disiplin, kode etik profesi, dan
hukum pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum
diawali melalui pengawasan dan pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan
Pengamanan (Bidpropam), kemudian dilanjutkan dengan pembinaan,
penjatuhan sanksi disiplin, sidang kode etik, serta proses pidana
apabila terpenuhi unsur tindak pidana. Penerapan mekanisme tersebut
telah mencerminkan asas equality before the law karena setiap
anggota diproses tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
Meskipun masih terdapat kendala dalam pembuktian tindak pidana
perjudian online yang memanfaatkan teknologi digital, pelaksanaan
pengawasan dan penegakan hukum di Polda Bengkulu telah mampu
meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan integritas anggota Polri.

2. Implementasi penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat
judi online selaras dengan tujuan Magqashid Syari’ah dalam

mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Pembinaan,
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pengawasan, dan penindakan yang dilakukan mencerminkan upaya
menjaga agama (hifz ad-din) dengan mencegah perbuatan yang
dilarang syariat sekaligus menjaga jiwa (hifz al-nafs) guna melindungi
anggota dari tekanan psikis dan perilaku destruktif akibat
ketergantungan judi, menjaga akal (hifz al- ‘aql) dari pengaruh negatif
perjudian yang dapat menimbulkan kecanduan, serta menjaga
keturunan (hifz al-nasl) dengan melindungi kesejahteraan dan
keutuhan keluarga dari dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.
Terakhir menjaga harta (hifz al-mal) dari praktik yang berpotensi
menimbulkan kerugian ekonomi. Selain itu, penegakan hukum
terhadap anggota yang terlibat judi online juga berperan dalam
menjaga kehormatan dan martabat profesi kepolisian, sehingga nilai-
nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat dapat terwujud
baik bagi individu, institusi, maupun masyarakat secara luas.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti mengajukan
beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. Kepada Polda Bengkulu, perlu meningkatkan pengawasan terhadap
aktivitas digital anggota melalui pelaksanaan Operasi Penegakan
Ketertiban dan Disiplin (Gaktibplin) secara berkelanjutan, disertai
penguatan pembinaan mental, spiritual, dan kesadaran hukum guna
mencegah keterlibatan anggota dalam aktivitas judi online. Perlu segera

merumuskan dan mengesahkan "SOP Terintegrasi Penanganan Tindak
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Pidana Anggota" yang bersifat mandatory (wajib). SOP ini harus
memuat klausul otomatisasi pelimpahan perkara dari fungsi
pengawasan (Bid Propam) kepada fungsi penyidikan (Ditreskrim)
apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur tindak pidana perjudian
(Pasal 303 KUHP). Hal ini penting untuk menghilangkan celah
impunitas, meminimalisir ego sektoral, dan memastikan bahwa diskresi
pimpinan tidak digunakan untuk meniadakan proses pidana.

. Kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda
Bengkulu, Mengoptimalkan penegakan sanksi disiplin dan kode etik
secara konsisten dan transparan. Peneliti merekomendasikan penerapan
sanksi finansial (pemotongan tunjangan Kkinerja) secara sistematis
sebagai bentuk implementasi Ta'zir bi al-Mal (hukuman harta). Sanksi
ini harus menjadi instrumen administratif yang tegas untuk memberikan
efek jera (deterrent effect), mengingat judi online adalah kejahatan yang
merusak stabilitas ekonomi personel (hifz al-mal)

. Kepada Fungsi Penyidikan (Ditreskrim/Siber Polda Bengkulu).
Meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan teknis khusus
mengenai metode Digital Forensics. Hal ini krusial untuk mengatasi
hambatan pembuktian dalam Pasal 303 KUHP pada kasus judi online,
sehingga penyidik tidak lagi terbentur oleh kompleksitas pembuktian
elektronik dan tidak memiliki alasan lagi untuk menghentikan perkara

di ranah internal saja.
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4. Kepada Pimpinan dan Jajaran Kepolisian (Aspek Budaya Organisasi):
Melakukan pergeseran paradigma kepemimpinan dari shielding
(melindungi nama baik institusi dengan menutup-nutupi kasus) menuju
transparansi penegakan hukum. Memproses anggota yang melakukan
tindak pidana ke pengadilan umum justru merupakan cara terbaik untuk
menjaga public trust dan martabat Polri. Institusi harus berani
mengambil sikap bahwa "menghukum anggota yang bersalah adalah
bentuk tertinggi dari melindungi kehormatan Polri."

5. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya. Diharapkan penelitian ini
dapat menjadi referensi bagi kajian hukum tata negara dan sosiologi
hukum Polri di masa depan, khususnya terkait efektivitas sinkronisasi
regulasi disiplin internal dengan hukum pidana umum, serta
pengembangan kajian Magashid Syari‘ah dalam ranah penegakan

hukum profesi di Indonesia.
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